
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-Buku 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

Adriani. 2011. Penagihan pajak : pajak pusat dan pajak daerah. Ghalia Indonesia, 

Bogor. 

Amirudin & Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali 

Pers, Jakarta. 

Adrian Sutedi. 2016. Hukum Pajak, Sinar Grafika. Jakarta. 

Ayza Bustamar. 2017. Hukum Pajak Indonesia, Kencana, Jakarta. 

Arisanti Widyaningsih. 2017. Hukum Pajak dan Perpajakan. Alfabeta. Bandung. 

Resmi Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta. 

Bohari. 2013. Pengantar Hukum Pajak. PT. Rajagrafindo Persada, Depok. 

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. 2015. Fakultas Hukum, Universitas 

Malikussaleh, Unimal Pres, Lhokseumawe. 

Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta. 

M. Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2012. Kejahatan di Bidang 

Perpajakan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. 

M. Djafar Saidi. 2018. Pembaruan Hukum Pajak. Rajawali Pers, Depok. 

Nurmantu, S. 2009. Dasar-dasar Perpajakan. Kelompok Yayasan Obor, Jakarta. 

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Edisi Prenada Media Group, Cet. 

Ke-7,  Jakarta. 

Pohan, Chairil Anwar. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori 

Konsep dan Aplikasi PPN. PT. Gava Medi.Yogyakarta. 

Resmi Siti. 2015. Perpajakan : Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta. 

Siti Kurni Rahayu. 2010. Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu, 

Bandung. 

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta. 



 

 

 

 

B. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya 

Arabella Oentari Fuadi & Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 1. No. 1. 

Anjeli Ratuwala, dkk. 2024. “Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan 

Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr).” 

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM 

FH). Vol. 7.  No. 2. 

Al-Firdaus & Farid. 2017. “Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak 

Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.” Jurnal Pajak Indonesia 

(Indonesian Tax Review) 1 (2): 14–30.  

Damayanti, dkk. 2022. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan 

Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Pt. Dc.” Journal 

Lex Suprema. Vol. 4. No. 1. 

Jati, I. G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan 

pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jurnal Akuntansi. 

Universitas Udayana, Vol. 15. No 10. 

Mudzakkir. 2011. “Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan 

Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus.” Jurnal 

Legislasi Indonesia 8 (2): 43– 68. 

Mega Kusuma & Nopikah Safitri. 2017. “Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur 

Pajak Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan.” Institut Ilmu Sosial dan 

Manajemen STIAMI, Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat 

Madani, Vol. 4. No. 2. 

Ratu Dini Citra Utami & Abd Rahman Saleh. 2024. “Kajian Yuridis Penegakan 

Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak 

Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).” Universitas Terbuka, Jakarta 

Indonesia, : Journal Of Social Science Research, Vol. 4. No. 1. 

Sendy Prilly Somba, dkk. 2024. “Tanggung Jawab Pengusaha Dalam 

Menggunakan Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral 

Pajak Nomor Per-16/Pj/2018.” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex 

Privatum Vol. 13. No. 5.  

Shinta D. Pawama. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transaksi Pajak dan 

Penggunaan Aplikasi E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada Umkm di Kota Manado”, Vol. 12. No. 2. 



 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP). 

Tanudjaja dan Rita Listiyarini. 2024. “Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan 

Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif). 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 

Journal of Comprehensive Science, Vol. 3. No. 5. 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 


